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Mengingat 

BUPATIKARANGANYAR, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Dae rah Ka bu paten Karanganyar Nomor 7 Tahun '.2014 
tentang Kerja Sama Daerah. perlu meneiapkao Peraturun Bupati 
tentang Tata Cara Pelaksanaan 1'.:erja Sarna O;icr<.1h; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tah un 19~0 tc11t:u1g 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalarn 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah: 
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 icntang 
Pembentukan Peraturan Pcrunrlang-U ndangan (L,·mbi:1 ru n 
Negara Republik Indonesia Nornor 82, Tumbcthttn 
Lernbar an Negara Rcpublik Indonesia Nomor ~2:34); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Ta mbaha n Lcmbarun 
Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5587), scbagaimuna 
telah diubah beberapa kali terakh ir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 201 S ten tang Pe rubahan Kcd ua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahau l.e-mbara n 
Negara Republik Indonesia Nomor :'>679); 
Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tah un 2005 Lt.'nwng 
Pedoman Pembinaan dan Pcngawnsar: Pcn\clcngg,1r,·u111 
Pemerintahan Daerah; 
Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tuhun 2007 teritarn; T,iLt 
Cara Pelak sanaan Kerja Sama. Daerah (Lembaran Negaru 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4 7b I): 
Peraturan Prcsiden Nomor 38 Tah un .2015. tcnt,rng 
Kerjasama Pemerintah Dengan Sadan Usuha Dulan: 
Penyediaan I nfrastruktur; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Barang Milik Dacrah: 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 3 Tah un 2008 
tentang Pedoman Pclaksariaan Kerja Sarna Pcrneri11t:th 
Daerah Dengan Pihak Luar Negeri; 
Peraturan Menteri Da larn Negcri Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pclaksan.t f-.:l·ij;1 

Sama Dae rah· ' 

Menimbang: 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENT ANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANU KER,JA SAMA DAERAH 

[ '--- __ s_·._\L_l~-~- 
., 

------------ - - - - 



7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat ShPD ada lah 
unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bcrtanggungjawub kcpad.i 
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah. 

8. Aset adalah sumber daya ekonorni yang dikuasai dan at au dirnilik i oleh 
pemerintah sebagai akibat dari perist.iwa ma sa lalu clan dari ma nu 
manfaat ckonorni dan atau sosial di masa dcpan diharapkan dapat 

6. 

5. 

4. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj utnya disingkaL DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar. 
Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Pernerin t ah Daerah 
dengan Pemerintah Propin si, Pcmerintah Kora/ Kabupatcn lain. Pihak 
Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang d ibuat secant te rtulis scrt.a 
menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalarn Perj.mjian 
Kerjasama. 
Pihak Ketiga adalah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departt'men 
atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum mdonesia: 
Sadan Usaha Milik Negara, Sadan Usaha Milik Dac ra h , Koperasi. 
Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang bcrbudari h uk urn 
Mitra Kerja Sama adalah Pihak yang bekerjasarna dengan Pcrnerintah 
Daerah. 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Pemerintah Daerah adalah Kepala Oaerah sebagai un sur pe nvclcnggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerin tahari 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
3. 

BAB I 
KETENTUAN UM UM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TENTANG PETUNJUI-: PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANCANYAR NOMOR 7 
TAHUN 2014 TENTANG KERJA SAMA DAERA/-1. 

Menetapkan : 

• 
14. 

Pasal 1 

13. 

12. 

10. 

h 20 l J n-m.aru; Peraturan Gubernur Nomor 79 Ta u11 . . r -~ 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Oaerah Provms1 .Jawu 
Tengah Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Penycl~n~gar,aa_~ 
Kerja Sama Oaerah (Lembara.n Oc1crah Provm si Jo\\ d 

Tengah Tahun 2013 Nornor 79); 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 1-l- 

T h 2009 tentang Rencana Pemb,1ngundn Jangk,t a un ,1, h 
Panjang Oaerah (RPJPD) Kabupat~n Karanga~1:,·c::r ,a ~~n- 
2005 - 2025 (Lcmbaran Oaerah Ka bu paten Karangany at 
Tahun 2009 Nomor 14); 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahuri 
2014 tentang Kerja Sama Daerah (Lcrnbaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbaha n 
Lembaran Oaerah Ka bu paten Karanganyar Nomor 23); 

Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 22 Tuhun 200Y 
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Suma Dae~ah; 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor o Tahun 

K · Sama Daerah 2013 ten tang Penyelenggaraan erJa 
(Lembaran Daerah Provin si J awa Tengah Tahun 201 J 

Nomor 5); 

11. 



Pasal 5 
{1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tcrcliri ata s : 

a. penentuan prioritas objek yang diKerja sarnakan: 
b. pernilihan daerah dan objek yang diKerja sarnakan; 
c. penawaran objek yang akan diKerja samakan melalui surat penaw,iran 

Bupati dengan Bupati/Walikota dalam saiu Dacrah at au di luar daer.ih ; 
d. penawaran dilengkapi informasi clan data, paling kurang mcrnuat 

1. objek yang akan diKerja samakan; 
2. manfaat Kerja Sama terhadap Daerah ; 
3. bentuk Kerja Sama; 
4. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama; dan 
5. jangka wak tu Kerja Sama. 

(2) .Jawaban pe nawar an rencana kerja sebagaimana dimak s ud puda a\ .u t l) 
huruf c dibahas oleh TKKSD. 

Pasal4 
(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufa.rnclipuu kegiatan: 

a. inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan berpcdornan pada 
RPJPD dan/atau RPJMD sesuai dengan prioritas yang ditctupkan ; 

b. penyiapan rencana Kerja Sama Dacrah; 
c. kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama Duerab ; 

(2) Dalam hal objek Kerja Sama belum terdapat dalam RP,JPD dan r atau 
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, rnak.i objek ~ ang 
akan dikerjasamakan dicanrurnkan dalam RKPD se suai dcngan pr ior n a s 

Prosedur Kerja Sama meliputi : 
a. persiapan ; 
b. pcnawarari; 
c. penyiapan naskah Kesepakatan Ber sarna; 
d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersuma: 
e. penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama; 
f. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan 
g. pelaksanaan. 

Pasal3 

Pasal 2 
(1) Penyelenggaran Kerja Sama Daerah, meliputi : 

a. Kerja Sama Antar Daerah; 
b. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Negara/Kcmenterian/Lcmbaga 

Pemerintah Non Kementerian; 
c. Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri; dan 
d. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. 

(2) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Dae rah scbagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dibentuk TKKSD. 

BAB lI 
PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR KERJA SA\i1A DAET~AH 

diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat sena dapat diukur 
dalam satuan uang termasuk sumber daya non kcu.ingan \';tng 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat urn urn dan surnbcr 
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat Trd,SD 
adalah tim yang dibentuk oleh Bupati unt uk rnernbantu dula rn 
menyiapkan Kerja Sama Daerah. 

• 



Pasal9 
(1) Penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimak sud dalarn 

Pasal 3 huruf e, disusun naskah Perjanjian Kerja Sama scbuga i tind.ik 
lanjut Kesepakatan Bersama. 

(2) Penyusunan naskah Perjanj ia n Kerja Sama scbagaimana di ma k s ud pacL1 
ayat ( 1) paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu ~cscpakaLa11 
Bersama. 

(3) SKPD pemrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati br-rkoordinus i 
dengan. TKKS~, menyiapkan rancangan Naskah Perjanjian ~erja Samu 
sebagaimana dima ksud pada ayat (1) yang memuat paling sedikit : 
a. subjek Kerja Sama; 
b. objek Kerja Sama; 
c. maksud dan tujuan Kerja Sama; 

Pasal 8 
(1) Penandatanganan naskah kesepakatan bersama se bagairnanu dimak sud 

dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Bupati. 
(2) Dalam hal Bupati berhalangan menandatangani na skah kcscpakatan 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), naskah kr-se pakat a n 
bersama dapat ditandatangani Wakil Bupati sc suai kcten tuan pcrat urun 
perundang-undangan. 

(3) Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagairnanu dirnaksud 
pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cam lain yang 
disepakati. 

(4) Naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pad a av.i t ( 1) di bunt 
dalam rangkap ses uai jumlah pihak yang mclak ukan Kcrja Sam.i. 

• 

Pasal 7 
( 1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui pcnaw ar an Kerja 

Sama, TKKSD membahas rencana Kerja Sama antar daerah dan 
menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimak sud dalam 
Pasal 3 huruf c. 

(2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling 
kurang memuat : 
a. identitas para pihak; 
b. maksud dan tujuan; 
c. objek dan ruang lingkup Kerja Sama; 
d. sumber biaya: 
e. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bcr sa ma. dcngan kct.em uuu 

paling lama 12 (dua belas) bulan; 
(3) Selain pokok-pokok Kerja Sama sebagaimana di ma ks ud pad,t ava t (2), 

dapat ditambahkan rencana kerja sebagai lampiran dan ditandatangani 
masing-masing Bupati/Walikota yang memuat : 
a. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian Kerja Sama sebagai 

tindak lanjut secara operasional dari Kesepakatan Bersama; 
b. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama oloh 

TKKSD;dan 
c. jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar daerah. 

(4) TKKSD membubuhkan paraf pada rancangan akhir kcsepakata n ber sarna. 

Pasal6 
(1) Kerja Sama dapat dilakukan atas prakarsa daerah lain, de nga n terlebih 

dahulu mengajukan periawaran kepada Bupati. 
(2) Penawaran rencana Kerja Sama atas prakarsa d acrah lain sclxtgaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh TKKSD, se lanjutnva Daerah 
memberikan jawaban atas prakarsa Kerja Sama tersebut. 



Pasal 12 
(1) Dalam Pelaksariaan Kerja Sama antar dacrah yang di la k u ka n ~l·cara tcr u s 

menerus atau diperlukan secara terus menerus .uuu dipcr lukan wa k u: 
paling singkat 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Bada n Kcrja Sarnn. 

(2) Sadan Kerja Sama sebagaimana dirnaksud pada avat (I) bukan pcrangkai 
daerah. 

(3) Sadan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) mempun_\ ai tugas 
yaitu : 
a. melakukan koordinasi, monitoring dan cvalua si alas pclaksu naan Kcrja 

Sama antar daerah; dan 
b. memberikan masukan da n saran kepada Bupa t i mclalui Th:KSD a ta s 

pelaksanaan Kerja Sama antar daerah. 

Pasal 1 1 
(1) Pelaksanaan Kerja Sama scbagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, 

harus memperhatikan rencana kerja yang disepaka t i. 
(2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama an tar daerah rnenjadi t.anggung jav c.dJ 

SKPD Pernrakarsa atau yang mendapat kuasa dari Bupati. 
(3) Dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama dapat clilakukan pcr uba han 

materi Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam Perjanjian Kcrja Sarna 
tambaha n (addendum) dan dilapo r kan ke pada Bupui i. 

(4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama terjudi kcadaa n me maksa 
(force majeure} yang mengakibatkan hak dacrah ye.mg harus diter irnu 
menjadi berkurang atau hilang, maka Bupati mcmberitahukan keparla 
Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD), d isert ai dcngan pc nje la san 
me ngeriai : 
a. keadaan mernaksa (force majeure) yang tcrjadi; da n 
b. hak dari Daerah yang diterima dan/atau yang tida k bisa diu-ri mu sct iap 

tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama an tar daerah. 

Pasal 10 
(1) Penandatanganan naskah Pcrjanjian Kcrja Sama schagairnan:i dirna k suc! 

dalam Pasal 3 huruf f dilakukari oleh Bupati sc sua i w.ikr u yang discpakati. 
(2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Pe rjanj inn Kerja 

Sama sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) kcpada Wakil Bupa i i, 
Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD berdasarkan Surat Kua sa, se suai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana d irnak sud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara seremoriial at.au dcng;in cam lain 
yang disepakati. 

(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap scsuai jurnlah pihak 

d. ruang lingkup Kerja Sama; 
e. hak dan kewajiban Kerja Sama 
f. pembiayaan; 
g. jangka waktu Kerja Sama; 
h. keadaan memaksa (force majeure); 
i. penyelesaian perselisihan ; dan 
j. pengakhiran Kerja Sama. 

(4) Setelah ada kesepakatan rancangan Naskah Perjanj ian KtTJ,l Sarna 
sebagaimana pada ayat (3), SKPD pemrakarsa a tau yclng me ndupat k ua sa 
dari Bupati dan TKKSD mcrnbubuhkan pa raf pada ra nca ngnn ak hir 
perjanjian Kerja Sama. 



Pasal 18 
Kerja Sama Daerah berakhir apabila: 
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui proscdur \·crng di tc t apk an da larn 

perjanjian; 

BAB V 
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH 

Pasal 17 
( 1) Hasil Kerja Sama Dae rah dapat berupa uang, baning, surat berharga. 

dan/ atau bentuk lain yang disepakati Para Pihak se suai ciengan ke te n t uu n 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa uang disetor kc Ka s Daer ah mcnjadi 
Pendapatan Dacrah. 

(3) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa barang diserah ka n ke pada Daeruh 
sebagai Aset Daerah. 

(4) Hasil Kerja Sama Daerah yang berupa surat bcrharga dan ben t uk Jain yang 
disepakati Para Pihak diserahkan kepada SKPD yang ditunjuk Bupat i. 

BAB IV 
MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA 

Pasal 16 
(1) Penomoran dan Naskah Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Bagian 

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dan 
disimpan di Sekretariat TKKSD. 

(2} Penomoran dan penyimparian Naskah Perja njiun Kerja Sam,t Daeruh 
dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Pcrangkat Duer ah du r: s,tlin,tn 
Naskah perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Sckre tariat Th.KSU. 

Pasal 15 
Penggunaan Kop Naskah Dinas Kerja Sama Daerah dite nr ukun oleh para 
pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-unda.ngan. 

Pasal 14 
( 1) Bentuk Kerja Sama Daerah terdiri dari : 

a. Kesepakatan bersama; 
b. Perjanjian Kerja Sama . 

(2) Bentuk Naskah Kerja Sama Daer ah scbagaimaria d ima ks ud pad. I a\ d t ( I J 

sebagai acuari. 

BAB III 
NASKAH KERLJA SAMA 

Pasal 13 
(1) Kerja Sama Daerah harus mendapat per-set uj uan dari DPRD dr-ngan 

ketentuan apabila : 
a. membebani daerah dan mernbebani masyarakat ; 
b. biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Perrdapatan d<111 

Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan/ atau 
c. menggunakan dan/ a tau memanfaatkan aset daerah, scs uai dcngun 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Persctujuan DPRD ditctapkan dalarn Rapat Par ipurria Dl)RD ckngan 

Kepu tusan D PR D. 
(3) Tatacara penyampaian permohonan persetujuan DPRD scbdgaiinrnw 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tarn tertib DPRD. 

• 





................................... ---------~~ 

kctig,1 
Kcrja 

Pasal 22 
(1) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama daerah dengan pil ia k 

dilaksanakan sesuai kesepakatan vang d · ct I J iatur a am perjanjiau 
Sama . 

Pasal 21 
( 1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaa n Kc-rja S,1 ma Dacruh. 

dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalarn pcrjanjia n h:crj;1 
Sama. 

(2) Penyele saian perselisihan Kerja Sarna antar da er 11 d: l am p · · J <-< c .1 ar cl a i ro\11ns1 , a\\·u 

Tengah, dilaksanakan dengan cara: 
a. musyawarah; atau 
b. Keputusan Gubernur Provinsi .Jawa Tengah. 

(3) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama antar daerah di luar Provin si .Jawu 
Tengah, dilaksanakan dengan cara: 
a. musyawarah; atau 
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

(4) Keputusan musyawarah sebagaimana dirna ksud pada avat 12) huruf a dan 
ayat (3) huruf a bersifat final dan mengikat. 

(5) Keput_usan G~bernur Provinsi .Jawa Terigah dan Kcput u sa n Mcntcri Dalarn 
Neg~n sebagairnana di~aksud pada ayat (2) h uruf b dan avat (3) h uruf b 
bersifat final dan merigikat. 

BAB VI 
PENYELESAIAN PERSEUS! HAN 

Pasal20 
Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pcrgantian Pimpirian Pemcrintah 
Daerah. 

Pasal 19 
(1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebclum wakt unva bcrclasc1rkc1n 

permintaan salah satu pihak dengan ketentuan: 
a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kcrja Sama ke pada 

pihak lain; dan 
b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung 

resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditirnbulkan scbag.u 
akibat pengakhiran Kerja Sama. 

(2) Pengakhiran Kerja Sama ini tidak akan rnempcngaruhi pen_velcsaian objck 
Kerja Sama yang dibuat da1am perjanjian at au cialam pelaksan,ian 
perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17. samp.u 
terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut. 

b. tujuan perjanjian terse but telah tercapai; . . . . , . " 
c. terdapat perubahan mendasar yang mengak1batkan perJan_pan Kerja Sarna 

tidak dapat dilaksanakan; 
d. salah satu pihak tidak melaksanakun atau melanggpr kvtcnlu,rn 

perjanjian; 
e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; 
f. muncul norrna baru dalarn peraturan perundang-undangan; 
g. objek perjanjian hilang; 
h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau 
1. berakhirnya masa perjanjian. 

,------------------ - - . 



Pasal 25 
Pada saat berlakunya Perat.uran Bupati Ini, maka Pera tu ran Bu pa i i Nomor 71 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kcrja Sama Dacr a h (Berit a Dacruh 
Karanganyar Tahun 2012 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

pad a a vat (]) 

scbagaiman.i 

dcngan tcrkait 
Sama. 

2. Kepala SKPD varig 
pelaksanaan Kerja Samc1. 

3. Tenaga ahli/pakar. 
(4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas TKKSD 

dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Tim Sckretariat TKKSD. 
(5) TKKSD dan Tim Sekretariat TKKSD sebagaimana dimaksud 

dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Tidak Anggota 
Te tap 

f. 

e. 
Kepala Bagian Pemerintahan Umum. 
1. Kepala Dinas Pendapatan, Pcngclolaan 

Keuangan dan a set Dae rah. 
2. Kepala Bagian Hukum Sckrcrariat Daerah. 
3. Kcpala Bagian Perlc ngkapan dan f...:cu,mgan 

Sekretariat Dae rah. 
1. Kepala SKPD yang rnelaksanakun Kcrj.i 

Sekretaris 
Anggota Tetap 

d. 

Pasal 24 
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pe ngawa sa n atas l,crjc:1 Sam,1 Drn·,·,1h di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan se bagairnanu dimaksud 

pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TKKSD. 
(3) TKKSD sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri alas : 

a. Ketua Sekrctaris Dacrah 
b. Wakil Kerua I Asi ste n Pemcrintaban Sckrctaris Dacru h. 
c. Wakil Ketua II Kepala Sadan Percncan.ian Pcmbanguna11 

Dae rah. 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal23 
(1) Pelaporan Kerja Sarna Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD, disampaikan 

kepada Bupati, yang mcrnuat : 
a. realisasi pelaksanaan kegiatan se suai rcncana; 
b. evaluasi Kerja Sama;dan 
c. rencana tindak lanjut 

(2) Bupati rnenyampaikan laporan pelaksanaan Kcrja Sarna Dae rah kcpadu 
Gubernur, paling kurang satu kali dalarn sa t u tahun. 

BAB VII 
PELAPORAN 

(2) I?alam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dirnaksud puda ,1\ at 11) 
tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesua: dengan Peru turn 11 
Perundang-undangan yang berlaku. 
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Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 5 Januari 2016 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KARAN GA NY AR, 
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JULIYATMONO 

ttd 

Ditetapkan di l~;:ua11gd11_, u r 
pada tanggal 5 .Jariuuri 2016 
BUPATI KARAN(;ANYAR, 

Pasal26 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera t uru n 
Bupati irii dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn 
Karanganyar. 

.. 


